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Di tengah riuh perubahan global dalam industri keuangan,
ketika teknologi dan kepemimpinan strategis menjadi poros
utama keberlangsungan sebuah institusi, muncul satu cerita
menarik sekaligus membingungkan dari ujung barat Indonesia:
Bank Aceh. Sebuah bank pembangunan daerah (BPD) yang sejatinya
memiliki peran vital dalam perekonomian Aceh kini dikabarkan
tengah berlayar tanpa seorang nahkoda. Ya, Bank Aceh,
institusi keuangan daerah yang besar itu, kini dalam mode Auto
Pilot.

Bukan karena kekurangan sumber daya manusia atau Kkrisis
kompetensi. Juga bukan karena gejolak pasar atau kekosongan
kader profesional. Bank Aceh berjalan tanpa Direktur Utama
(Dirut) aktif karena memang demikian kehendaknya: jabatan
Pelaksana Tugas (Plt) Dirut yang sebelumnya menjembatani
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kekosongan posisi tertinggi itu telah dihapus. Dengan kata
lain, posisi pucuk pimpinan tidak sedang kosong karena
keadaan, melainkan dikosongkan secara sadar.

Fenomena ini sontak menimbulkan tanda tanya di benak publik.
Bagaimana bisa sebuah lembaga keuangan yang mengelola ratusan
miliar bahkan triliunan dana masyarakat bisa tetap berjalan
normal tanpa ada sosok sentral di pucuk pimpinan? Dan jika
bisa, apakah ini artinya sistem di dalam Bank Aceh telah
begitu mapan sehingga keberadaan pemimpin hanya simbolik
belaka? Atau sebaliknya, ini justru menjadi indikasi dari
persoalan yang lebih dalam tentang tata kelola, etika
manajerial, dan ketelanjangan dalam pengambilan keputusan?

Ketika Fungsi Strategis Dikosongkan

Dalam sistem organisasi modern, terutama di sektor keuangan,
keberadaan seorang direktur utama bukan hanya simbol
kepemimpinan. Dirut adalah pusat arah kebijakan, penjaga
integritas, dan pengambil keputusan strategis dalam menghadapi
dinamika yang cepat berubah. Dirut memikul tanggung jawab
tertinggi, baik terhadap pemegang saham, nasabah, maupun
publik secara umum.

Maka, ketika posisi ini sengaja dibiarkan kosong, dan bahkan
pelaksana tugasnya pun dicabut, timbul pertanyaan besar: apa
sebenarnya yang sedang terjadi di Bank Aceh?

Kabarnya, keputusan menghapus jabatan Plt Dirut datang dari
lingkaran tertinggi dewan komisaris, bahkan disebut-sebut dari
Komisaris Utama (Komut), Azwardi. Namun hingga kini belum ada
penjelasan resmi kepada publik terkait alasan kebijakan
tersebut. Apakah ini bentuk efisiensi? Langkah antisipatif?
Atau strategi jangka panjang yang belum waktunya diungkap?

Yang jelas, publik dibiarkan menebak-nebak. Padahal, sebagai
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan
milik bersama rakyat Aceh, transparansi seharusnya menjadi
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prinsip utama. Ketika keputusan sebesar ini dibuat tanpa
akuntabilitas publik, rasa percaya pun mulai terkikis.

Sistem yang Jalan Sendiri: Efisiensli atau
Ilusi?

Yang mengejutkan dari kisah ini adalah kenyataan bahwa Bank
Aceh tetap hidup. Transaksi tetap berlangsung, nasabah tetap
dilayani, dan tak terlihat tanda-tanda kepanikan. Bank Aceh
seperti berjalan otomatis. Dalam manajemen modern, ini bisa
dibaca sebagai efisiensi sistem yang luar biasa — sistem sudah
mampu berjalan sendiri, dengan struktur dan proses yang solid,
tanpa ketergantungan pada satu figur.

Namun benarkah demikian?

Di balik kelancaran operasional, ada kekhawatiran yang harus
diwaspadai. Operasional bisa memang berjalan secara teknis -
pegawal tetap masuk kerja, sistem IT berjalan, produk bank
tetap ditawarkan. Tapi hal itu belum menyentuh substansi
manajemen strategis. Sebab bank bukan sekadar tempat keluar-
masuk uang, melainkan institusi kepercayaan. Dan kepercayaan
tidak dibangun oleh sistem semata, tetapi oleh arah, visi, dan
kepemimpinan.

Tanpa Dirut, siapa yang menentukan arah ekspansi Bank Aceh
dalam lima tahun ke depan? Siapa yang bertanggung jawab ketika
risiko kredit bermasalah meningkat? Siapa yang menjadi
pengambil keputusan saat bank menghadapi tekanan dari regulasi
atau fluktuasi ekonomi? Semua itu tidak bisa diserahkan kepada
sistem otomatis atau didelegasikan sepenuhnya kepada staf
teknis.

Justru dalam situasi seperti inilah dibutuhkan sosok pemimpin
— seseorang yang bisa mengambil tanggung jawab penuh dan
memberikan arah yang jelas.



Antara Kebanggaan dan Ketakutan

Fenomena Bank Aceh ini menimbulkan dua reaksi ekstrem. Di satu
sisi, ada kekaguman. Banyak yang melihatnya sebagai bukti
bahwa Bank Aceh sudah sangat mandiri dan sistemnya sudah
matang. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran: jika terus
begini, apakah Bank Aceh tidak akan kehilangan arah?

Memang, struktur organisasi bisa menopang keberlangsungan
sebuah institusi dalam jangka pendek. Namun dalam jangka
panjang, institusi tanpa visi akan stagnan. Ketika tidak ada
kepemimpinan yang menginspirasi, maka inovasi akan mandek.
Ketika tidak ada kebijakan strategis, maka potensi pertumbuhan
akan terabaikan.

Lebih dari itu, kekosongan ini juga bisa dimanfaatkan oleh
pihak-pihak tertentu untuk bermain di balik layar. Ketika
tidak ada satu orang yang secara sah memegang tanggung jawab,
maka ruang abu-abu terbuka lebar. Dan dalam ruang abu-abu itu,
keputusan bisa diambil tanpa mekanisme yang jelas, tanpa
pertanggungjawaban, dan tanpa arah.

Aceh Layak Punya Bank yang Profesional

Bank Aceh bukan sekadar lembaga keuangan. Ia adalah simbol
kedaulatan ekonomi Aceh. Dalam sejarah otonomi daerah,
keberadaan Bank Aceh adalah salah satu manifestasi semangat
kemandirian finansial. Maka, ia seharusnya dijalankan dengan
profesionalisme yang tinggi dan tata kelola yang bersih.

Jika dibiarkan tanpa Dirut, tanpa arah, dan tanpa
transparansi, maka cita-cita besar di balik lahirnya Bank Aceh
bisa tercoreng. Ini bukan lagi soal “siapa yang memimpin,”
tapi lebih dalam dari itu: “mengapa kita membiarkan Bank Aceh
berjalan tanpa arah?”

Masyarakat Aceh berhak tahu, berhak bertanya, dan berhak
memastikan bahwa lembaga keuangan daerah mereka dijalankan



secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab. Bank Aceh
bukan milik segelintir elit, bukan juga milik komisaris atau
pemerintah daerah semata. Ia adalah milik publik. Maka
kepentingan publik harus selalu menjadi yang utama.

Haruskah Kita Diam?

Diam dalam situasi seperti ini bukan pilihan yang bijak. Jika
publik diam, jika pers diam, jika pemangku kepentingan hanya
menonton, maka yang akan muncul adalah kelaziman terhadap
kekosongan. Dan kelaziman itu berbahaya. Ia bisa mengakar
menjadi budaya birokrasi yang tidak bertanggung jawab. Ia bisa
menjadi preseden buruk bagi lembaga lain di Aceh.

Maka, wajar jika muncul desakan dari masyarakat sipil,
akademisi, bahkan politisi, agar Pemerintah Aceh dan Dewan
Komisaris segera mengambil tindakan: mengisi jabatan Direktur
Utama dengan figur yang kompeten, memiliki rekam jejak yang
jelas, serta mampu memimpin Bank Aceh menuju arah yang lebih
baik.

Lebih dari itu, harus ada audit publik terhadap proses
pengambilan keputusan di tubuh Bank Aceh. Mengapa jabatan Plt
Dirut dihapus? Apa dasar hukumnya? Apa tujuannya? Dan siapa
yang bertanggung jawab? Semua itu harus dijawab secara
terbuka.

Kepemimpinan Bukan Formalitas

Dalam sejarah banyak organisasi besar, kepemimpinan selalu
menjadi faktor krusial. Bahkan di tengah sistem yang canggih
sekalipun, manusia tetap membutuhkan pemimpin yang bisa
mengarahkan, membimbing, dan mengambil keputusan krusial.
Pemimpin bukan sekadar jabatan di kartu nama atau nama di
daftar gaji — ia adalah ruh organisasi.

Ketika ruh itu absen, maka yang tersisa hanyalah tubuh yang
berjalan mekanis. Mungkin tidak langsung roboh. Tapi lama-lama
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akan kehilangan arah, kehilangan energi, dan akhirnya
kehilangan relevansi.

Bank Aceh masih punya waktu untuk memperbaiki arah. Tapi waktu
tidak akan menunggu. Jika hari ini kita membiarkan institusi
besar ini berlayar tanpa nahkoda, maka besok kita mungkin
menyaksikan kapal ini menabrak karang — bukan karena badai
besar, tapi karena kita membiarkannya tanpa kompas.

Penutup: Kembali ke Rasa Memiliki

Lebih dari segalanya, krisis kepemimpinan di Bank Aceh adalah
panggilan bagi kita semua untuk kembali menumbuhkan rasa
memiliki. Aceh bukan hanya soal sejarah dan budaya, tapi juga
soal ekonomi dan kemandirian. Dan Bank Aceh adalah salah satu
instrumen penting dari perjuangan itu.

Jangan biarkan institusi ini dijalankan seperti mesin otomatis
tanpa arah. Jangan biarkan posisi penting dikosongkan tanpa
alasan yang jelas. Dan jangan biarkan publik dipaksa percaya
pada sistem yang tidak transparan.

Sudah saatnya kita bertanya lebih keras, menuntut 1lebih
lantang, dan bertindak lebih bijak. Bank Aceh layak punya
pemimpin. Dan rakyat Aceh layak tahu siapa yang memimpin dan
ke mana kapal besar ini akan berlayar.

Penulis adalah Rakyat Jelata yang Tinggal di
Pinggiran Kota Banda Aceh



